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ABSTRAK

Kemajuan zaman membuat masyarakat lebih sibuk dengan aktifitasnya fliluar dart:
pada dirumah, hal ini membuat banyak masyarakat saat ini lebih memlih metfzb.ell
makanan diluar dari pada mengolahnya sendiri dirumah, namun dengan demikian
terkadang masyarakat tidak perduli dengan makanan yang akan dia beli dan
dikonsumsi, apakah makanan tersebut aman atau tidak dari bahan-bahan yang
berbahaya. kita ketahui saat ini sering kita dengar di berbagai media masa
makanan-makan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti formalin,
boraks, rhodamin dan masih banyak lagi. Hal tersebut tidak terlepas dari tindakan
yang sangat merugikan dari pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan besar
tanpa memperdulikan keamanan bagi pembeli. Pada saat ini kebanyakan pelaku
usaha yang tertangkap tangan oleh para penegak hukum hanya diberika:1 sanksi-
sanksi berupa peringatan dan pembinaan (non penal), sangat jarang para pelaku
usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya tersebut dikenakan sanksi pidana
(penal) padahal hal tersebut sangat merugikan masyarakat (konsumen), karena
zat-zat kimia tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya bagi
tubuh, meskipun penyakit yang akan timbul tidak akan langsung terlihat namun
apabila makanan yang kita konsumsi secara berkala maka akan dapat
menyebabkan kerusakan yang semakin parah dan disaat kita mulai menua
penyakit tersebut mulai terasa. Di Indonesia sendiri warga Negara berhak atas
perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang sesuai dengan yang
tercantum didalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Sebenarnya perlindungan
terhadap konsumen sendiri telah diberikan oleh pemerintah dengan
diberlakukanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen namun undang-undang ini belumlah sepenuhnya melindungi
konsumen khususnya konsumen pangan. Hal ini terlihat dari kurangnya
pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat, juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak selaku
konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha.. Hal ini lah yang menjadi
penghambat dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Hukuman
yang ringan kepada pelaku usaha seperti peringatan dan pembinaan justru tidak
memberi efek jera terhadap pelaku usaha dar membuat para pelaku usaha untuk
terus mengulangi perbuatan jahatnya tersebut.

Kata kunci : Makanan, Penyalahgunaan, Zat Kimia Berbahaya, Penegakan
Hukum



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat
ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup
jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Pangan adalah segaia sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
tidak diolah maupun yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku
pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan, pembuatan dan
penyiapan makanan atau minuman.

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang
dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan.
Misalnya air segar, gandum, beras, ikan, segala macam buab. Sedangkan
Makanan / pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi
_kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan
kelompok tersebut. oleh sebab itulah para perusahaan dan produsen makanan
melakukan upaya menghasilkan prqduk pangan yang aman dikonsumsi

masyarakat agar produk pangannya laku di pasaran.



parasit pada ikan dan mengawetkan mayat. Panganan dengan kandungan formalin
terdapat pada tahu, mi basah dan lainnya. Rhodamin B adalah zat pewarna yang
tersedia di pasar untuk industri tekstil. Zat ini sering disalahgunakan sebagai
kosmetik di berbagai Negara dan zat pewama makanan. Panganan yang
ditemukan mengandung Rhodamin B diantaranya terasi, makanan ringan dan
kerupuk. Zat ini juga banyak ditemukan pada manisan, sirup, bubur, dawet,
cendol dan ikan asap.’

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan
konsumen dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan
sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam kenyataannya posisi
konsumen di Indonesia sebagai pengguna, pemakai atau pemanfaat barang aiau
jasa, pada umumnya kurang mengerti atau kurang paham terhadap barang atau
jasa.3

Sesurgguhnya setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang
diberikan oleh Negara sesuai dengan yang telah tercantum di dalam
Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, martabat dan harta benda yang

: Data BPOM Palembang, 11 Maret 2013 e
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan K. 5
Jakarta, 2000, hlm 17. ¥ ungan Konsumen, Mandar Maju,

~




di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara
kepada masyarakat yang sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 adalah
perlindungan terhadap konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau
menggunakan produk barang dan/ atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan
keselamatan dan kesehatan. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan
mengkontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan
yang lain. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas
dapat tercapai.*

Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih dianggap kurang
tersosialisaikan kepada masyarakat di Indonesia. Hal ini telah menjadikan
kedudukan konsumen berada pada posisi yang sangat lemah karena banyak di
antara konsumen yang belum mengetahui tentang hak-hak yang seharusnya
didapatkan, akibatnya banyak dari para konsumen di Jndonesia mudah percaya
akan informasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Diketahui undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan
perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan
konsumen, maka untuk maksud tersebui berbagai hal yang membawa akibat

negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas

perdagangan pelaku usaha ’

— * Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukwum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
,hlm 1,

5 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo
Persada Jakarta, 2004, him. 63.



Saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya dalam
bidang pangan jarang diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang
melakukan kecurangan dalam usahanya, karena pada saat ini pelaku usaha
makanan yang menggunakan zat-zat kimia berbahya seperti boraks, formalin, dan
rhodamin B hanya dikenakan sanksi berupa tindakan penyitaan makanan dan
pernyataan-pernyataan agar pelaku usaha tidak mengulanginya lagi (Non-Penal).
Disini seharusnya pihak-pihak khusus yang berwenang dibidang ini sangat
dibutuhkan sekali, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri merupakan
sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan
pada Tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak
dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta
lingkungannya.® Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri
merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran
obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini salah satunya
aalah melakukan riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan
makanan.’

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat aimana lembaga ini memiliki kesempatan untuk berperan

¢ Tentang kami, hitp://www.ylki.or.id, diakses 2 Oktober 2012.

2012 7 Badan Pengawasan Obat dan Makanan, http://id.wikipedia.org/wiki, diakses 2 Oktober
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aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.® Seharusnya Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) memberikan sanksi berupa sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang
menggunaan zat kimia berbahaya yang dilakukan oleh produsen makanan, karena
tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang
telah diatur didalam: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf e: yang menyatakan bahwa
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, proses pengolahan, komposisi,
mode, gaya, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam sanksi pidananya sendiri telah
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen didalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan Pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ huruf e,
ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis akan membahas skripsi yang
berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang
menggunakan Zat Kimia Berbahaya Dalam Makanan di Kota Palembang

(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen)”

® Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan
Koensumen.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

perumusan masalah ini adalah:

1.

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang
menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan di kota Palembang ?

Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan sanksi pidana kepada
produsen makanan yang menggunakan zat kimia yang berbahaya dalam

makanan ?

. Tujuan Penelitian

. Untuk menganalisa penegakan hukum pidana terhadap pelaku

penyalahgunaan zat kimia berbahaya dalam makanan di kota Palembang,
Untuk menganalisa kendala dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap

produsen yang menggunakan zat kima berbahaya dalam makanan.

. Manfaat Penelitaian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum
pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha
makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya.

Manfaat'Praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih
meningkatkan kesadaran akan hak-};‘ak dan tanggung jawab para pihak-pihak

yang terkait, baik dari konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah.




E. Ruang Lingkup

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bidang kajian yang
mempunyai cakupan yang cukup luas, maka penulis membatasi ruang lingkup
pembahasannya hanya membahas tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku
usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan yang dijual di

wilayah kota Palembang dan Kendala dalam penerapan sanksi pidananya.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian dan pendekatan masalah
a Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu
penelitian yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan berkaitan
dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya
dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha makanan yang
menggunakan zat kimia berbahaya di kota Palembang.
b. Pendekatan Masalah
1) Pendekatan Sosiologis
Pendekatan secara sosiologis yaitu penelitian ini bertitik tolak
pada data lapangan® dergan x_'nelihat fakta-fakta yang ada
selama dilapangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap

pelaku penyalahgunaan zat kimia berbahaya dalam makanan

yang ada di Palembang,

® Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Materi Pendidikan Latihan
dan Kemahiran Hukum, No.XIX (revisi) Agustus 2012, him 250.



2) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah
suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan
hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya
di dalam makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :
a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari sumber utama melalu
wawancara.
b. Data skunder, yaitu beberapa tahan hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat
yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu :
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
¢) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun-2012 Tentang Pangan.
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2) Bahan Hukum Skunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum

primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tertier
Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi
buku-buku, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, media

cetak maupun elektronik dan lain-lainnya sebagai penunjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Wawancara
Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam
pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan
kepada pihak yang berkompeten dalam masalah pelaksanaan pengawasan
terhadap proses produksi makanan yang mengandung zat kimia berbahaya
dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara
langsung dengan pejabat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPCM),
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masyarakat selaku

konsumen dan beberapa para penjual makanan yang berada di kota

Palembang.
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b. Studi Pustaka
Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui
bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang

berkaitan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang
menjadi penelitian.'® Daiam penelitian ini populasi yang digunakan ialah
beberapa masyarakat (Konsumen), pelaku usaha makanan yang ada di kota
Palembang khususnya dibeberapa pasar yang ada di wilayah kota Palembang,
dan beberapa petugas BPOM dan YLKI.

b. Sampel

Dalam penulisan hukum ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah
simple random sampling, cara menetukan sampel dengan cara bahwa setiap
elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.!!
Maksudnya sampel yang dipilih dengan cara random dan ditentukan pada saat
penulis melakukan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa

masyarakat (kcnsumen) dan pelaku usaha makanan yang ada dikota

Palembang.

10 Zamudm Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2010, him. 98,
' Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Op. cit, him. 265.
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G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kuantitatif, baik data primer maupun data skunder yang telah diperoleh kemudian
diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan. Pendekatan
kuantitatif ialah data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-

angka karena menggunakan kuistioner)..'2

12 . .
Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Op cit, him. 278.
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